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TENTANG

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

—

bahwa untuk meningkatkan penanganan dugaan
pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud kewajiban
dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan,
pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak
asasi manusia yang adil, berkepastian hukum, terbuka,
akuntabel, mengutamakan kepentingan umum, dan
proporsional, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap
Permasalahan Hak Asasi Manusia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang
atau kelompok orang termasuk aparat negara baik
disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang
secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau
kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan
tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM adalah proses
penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi
dalam masyarakat baik yang diadukan (dilaporkan)
maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan).

Pos Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM yang
selanjutnya disebut Pos Pengaduan HAM adalah fasilitas
atau sarana penerimaan pengaduan, pemeriksaan
administrasi, dan konsultasi dugaan pelanggaran HAM.
Pengaduan adalah penyampaian laporan adanya dugaan
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang,
sekelompok orang, aparat negara, korporasi, atau
instansi/lembaga pemerintah.

Pelapor adalah korban, keluarga korban, pihak yang
diberi kuasa, kelompok orang, atau instansi/lembaga
yang menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran
HAM.

Terlapor adalah seseorang, kelompok orang, korporasi,
aparat negara, dan/atau instansi/lembaga pemerintah
yang diduga melakukan pelanggaran HAM.

Rekomendasi adalah kesimpulan dan upaya penyelesaian
atas hasil pemeriksaan pelanggaran HAM yang
disampaikan kepada Pihak Terkait yang wajib
dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam rangka
penyelesaian pelanggaran HAM.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hak Asasi
Manusia.
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12.
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Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di
provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2
Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dilakukan
terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang, kelompok orang, korporasi, aparat negara,
dan/atau instansi/lembaga pemerintah baik yang
dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, atau
kelalaian yang secara melawan hukum meliputi,
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau
mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang
dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap
pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 3

Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dilaksanakan

oleh:

a. Direktur Jenderal; dan

b. Kepala Kantor Wilayah.

Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a menangani:

a. dugaan Pelanggaran HAM yang diadukan oleh
perorangan/kelompok orang, kementerian/lembaga,
korporasi, atau perwakilan masyarakat sipil baik
nasional maupun internasional yang mendapat
perhatian nasional dan internasional;

b. dugaan Pelanggaran HAM yang tidak diadukan yang
mendapat perhatian nasional dan internasional; dan

c. dugaan Pelanggaran HAM yang dialami oleh warga
negara Indonesia di luar negeri berkoordinasi
dengan kementerian/lembaga terkait.

Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang dialami oleh

warga negara Indonesia di luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b menangani dugaan Pelanggaran HAM yang

terjadi di tingkat wilayah sesuai dengan wilayah kerja

hukumnya.

Pasal 4
Direktur Jenderal dalam menangani dugaan Pelanggaran
HAM melaksanakan tugas:
a. menerima pengaduan;
b. mengidentifikasi dugaan Pelanggaran HAM;



2022, No.1091

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

c. memeriksa kelengkapan  berkas administrasi
Pengaduan;

d. memeriksa substansi dugaan Pelanggaran HAM;

e. menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan
Pelanggaran HAM dalam bentuk kesepakatan damai;

f.  menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan
Pelanggaran HAM dalam bentuk Rekomendasi;

g. memantau pelaksanaan Rekomendasi di tingkat
pusat dan wilayah;

h. melakukan bimbingan teknis kepada Kantor Wilayah
dan Pos Pengaduan HAM; dan

i. melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi
pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
di Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah dalam menangani dugaan

Pelanggaran HAM melaksanakan tugas:

a. menerima pengaduan;

b. mengidentifikasi dugaan Pelanggaran HAM,;

c. memeriksa kelengkapan berkas administrasi
Pengaduan;

d. memeriksa substansi dugaan Pelanggaran HAM;

e. menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan
Pelanggaran HAM dalam bentuk kesepakatan damai;

f.  menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan
Pelanggaran HAM dalam bentuk Rekomendasi;

g. memantau pelaksanaan Rekomendasi di tingkat
wilayah;

h. menyampaikan dan melaporkan hasil penanganan
kepada Direktur Jenderal; dan

i.  melakukan bimbingan teknis kepada Pos Pengaduan
HAM.

Dalam menangani dugaan Pelanggaran HAM, Kepala

Kantor Wilayah wajib menyampaikan dan melaporkan

hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM kepada

Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB II
POS PENGADUAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 5
Untuk mempermudah akses pengaduan dugaan
Pelanggaran HAM bagi masyarakat, Direktur Jenderal
membentuk Pos Pengaduan HAM.
Pos Pengaduan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk pada Direktorat Jenderal HAM, Kantor
Wilayah, wunit pelaksana teknis, dan tempat lain
berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Pembentukan Pos Pengaduan HAM di tempat lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat
mendelegasikan kewenangan pembentukan Pos
Pengaduan HAM kepada pejabat yang ditunjuk.
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Pasal 6

Pos Pengaduan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
melaksanakan tugas:

a.
b.
C.

d.

(1)

(2)

menerima pengaduan dan konsultasi;

memeriksa berkas administrasi Pengaduan;

memasukkan data pengaduan pada aplikasi Penanganan
Dugaan Pelanggaran HAM; dan

memberikan informasi perkembangan tindak lanjut atas
penanganan Pengaduan kepada Pelapor.

BAB III
DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
YANG DIADUKAN

Pasal 7
Dugaan Pelanggaran HAM yang diadukan harus:
a. disampaikan secara lisan maupun tertulis;
b. dapat terbaca dan/atau dipahami dengan jelas;
c. mencantumkan kronologi dan pokok Pengaduan;
dan
d. tidak berisi kata yang menghina negara termasuk
simbol negara.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pelapor harus melampirkan:
a. keterangan identitas diri berupa:
1. kartu tanda penduduk;
2. surat izin mengemudi;
3. paspor; atau
4. keterangan identitas diri lainnya.
b. data dukung berupa:
surat laporan kepolisian;
putusan pengadilan;
surat keterangan dari instansi terkait; atau
dokumen pendukung lainnya.

nalbel B

Pasal 8

Dugaan Pelanggaran HAM yang diadukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

langsung; atau
tidak langsung.

Pasal 9
Pengaduan dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disampaikan secara
langsung kepada Direktur Jenderal, Kepala Kantor
Wilayah, atau melalui Pos Pengaduan HAM.
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan.
Format formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diunggah oleh petugas pada Direktorat Jenderal HAM,
Kantor Wilayah, atau Pos Pengaduan HAM ke dalam
aplikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang
dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal
HAM.

Pasal 10
Pengaduan dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b dapat disampaikan melalui media:
a. elektronik; atau
b. nonelektronik.

Pasal 11

(1) Pengaduan dugaan Pelanggaran HAM melalui media
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
a dilakukan melalui aplikasi Penanganan Dugaan
Pelanggaran HAM.

(2) Pengaduan dugaan pelanggaran HAM melalui media
nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b disampaikan melalui surat permohonan yang
ditujukan kepada:

a. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Menteri;
atau

b. Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memuat ringkasan permohonan Penanganan
Dugaan Pelanggaran HAM yang diadukan.

BAB IV
DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
YANG TIDAK DIADUKAN

Pasal 12

(1) Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah dapat
melakukan identifikasi dugaan Pelanggaran HAM yang
tidak diadukan dari media cetak maupun elektronik.

(2) Hasil identifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) diunggah dalam aplikasi Penanganan Dugaan
Pelanggaran HAM yang dapat diakses melalui laman
resmi Direktorat Jenderal HAM.

(3) Terhadap hasil identifikasi yang telah diunggah ke dalam
aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
penanganan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Kantor
Wilayah.
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BAB V
PROSES PENANGANAN
DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Bagian Kesatu
Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
pada Direktorat Jenderal HAM

Pasal 13
Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan berkas
administrasi Pengaduan paling lama 5 (lima) Hari setelah
tanggal Pengaduan diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pada berkas
administrasi Pengaduan, Direktur Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor untuk
melengkapi berkas administrasi Pengaduan.
Pelapor harus melengkapi berkas administrasi
Pengaduan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak
tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterima.
Apabila berkas administrasi Pengaduan tidak dilengkapi
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pelapor dianggap mencabut pengaduannya.

Pasal 14
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berkas administrasi
Pengaduan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal
melakukan pemeriksaan substansi paling lama 5 (lima)
Hari terhitung sejak tanggal berkas dinyatakan lengkap.
Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan
bahwa:
a. tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan; atau
b. berwenang melanjutkan pemeriksaan.
Dalam hal Direktur Jenderal tidak berwenang
melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal memberitahukan
secara tertulis kepada Pelapor paling lama 5 (lima) Hari
terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan substansi
ditandatangani.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat memuat saran  kepada  Pelapor untuk
menyampaikan pengaduannya kepada instansi lain yang
berwenang.
Dalam hal hasil pemeriksaaan substansi menunjukkan
bahwa dugaan pelanggaran HAM masuk ke dalam
lingkup Kantor Wilayah, Direktur Jenderal dapat
mendelegasikan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 15
Dalam hal Direktur Jenderal berwenang melanjutkan
pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 14 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal melakukan

pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM dengan:

a. berkoordinasi dengan Pelapor, Terlapor, dan pihak
terkait untuk dimintai penjelasan; dan/atau

b. melakukan pemeriksaan lapangan.

Proses  pemeriksaan dugaan  Pelanggaran  HAM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal

penetapan kewenangan melanjutkan pemeriksaan oleh

Direktur Jenderal.

Pasal 16
Dalam memeriksa dugaan Pelanggaran HAM, Direktur
Jenderal wajib berpedoman pada prinsip kerahasiaan,
independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak
dipungut biaya.
Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direktur Jenderal wajib mendengarkan dan
mempertimbangkan  pendapat para pihak serta
mempermudah Pelapor dalam menyampaikan
penjelasannya.

Pasal 17

Dalam hal Direktur Jenderal mengundang Pelapor,
Terlapor, dan pihak terkait untuk melakukan koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a,
Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait memenuhi undangan
koordinasi paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak
tanggal Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait menerima
undangan.

Dalam hal Terlapor dan pihak terkait telah diundang 3
(tiga) kali berturut-turut namun tidak memenuhi
undangan, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Pasal 18
Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b,
Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan pada
tempat terjadinya dugaan Pelanggaran HAM dengan
memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pada
Direktorat Jenderal HAM wajib memperlihatkan surat
tugas pemeriksaan.
Surat tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19
Pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk menentukan:
a. Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait dalam dugaan
Pelanggaran HAM;
b. waktu, tempat, dan kronologis terjadinya dugaan
Pelanggaran HAM,;
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c. bentuk dugaan Pelanggaran HAM; dan

d. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai
kewenangan untuk menyelesaikan dugaan
Pelanggaran HAM.

Format hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 disusun sebagai dasar dalam
menyatakan indikasi:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

tidak ada pelanggaran HAM; atau
ada pelanggaran HAM.

Pasal 21
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan
Pelanggaran HAM dinyatakan tidak ada indikasi
Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf a, Direktur Jenderal menyampaikan hasil
pemeriksaan secara tertulis kepada Pelapor dan Terlapor.
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan
pelanggaran HAM dinyatakan adanya indikasi dugaan
pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf b, Direktur Jenderal melakukan upaya perdamaian
dengan menghadirkan Pelapor, Terlapor, dan/atau pihak
terkait.
Dalam hal upaya perdamaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berhasil dilaksanakan, hasil perdamaian
dituangkan dalam berita acara perdamaian.
Dalam hal pihak Terlapor dan/atau Pelapor tidak
menghadiri upaya perdamaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan upaya perdamaian kedua.
Dalam hal upaya perdamaian kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil dilaksanakan,
Direktur Jenderal menyampaikan Rekomendasi kepada
Terlapor dan/atau pihak terkait di tingkat pusat paling
lama 5 (lima) hari sejak upaya perdamaian kedua tidak
berhasil.
Format berita acara perdamaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (5) dipantau oleh Direktur Jenderal dalam jangka
waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal
Rekomendasi disampaikan.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

-10-

Dalam hal  Terlapor dan/atau pihak  terkait
menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan
pemberitahuan kepada Pelapor.

Dalam hal Direktur Jenderal menyatakan Rekomendasi
telah ditindaklanjuti, Penanganan Dugaan Pelanggaran
HAM dinyatakan selesai.

Pasal 23
Dalam hal Terlapor dan/atau pihak terkait tidak
menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (5) dan/atau Pelapor menyampaikan
tanggapan bahwa Rekomendasi belum ditindaklanjuti,
Direktur Jenderal menyampaikan Rekomendasi kepada
Terlapor dan/atau pihak terkait setingkat lebih tinggi
guna penyelesaian lebih lanjut.
Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan terhadap
Rekomendasi kepada Terlapor dan/atau pihak terkait
setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari
sejak Rekomendasi disampaikan.
Dalam hal Rekomendasi kepada Terlapor dan/atau pihak
terkait setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditindaklanjuti, Direktur Jenderal menyampaikan
pemberitahuan kepada Pelapor.
Dalam hal Rekomendasi kepada Terlapor dan/atau pihak
terkait setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak ditindaklanjuti dan/atau Pelapor
menyampaikan tanggapan bahwa Rekomendasi belum
benar ditindaklanjuti, Menteri menyampaikan
Rekomendasi kepada Presiden.

Pasal 24

Ketentuan mengenai proses Penanganan Dugaan Pelanggaran
HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan
Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang tidak diadukan.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
pada Kantor Wilayah

Pasal 25

Kepala Kantor Wilayah melakukan pemeriksaan berkas
administrasi Pengaduan paling lama 5 (lima) Hari
terhitung sejak tanggal Pengaduan diterima.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pada berkas
administrasi Pengaduan, Kepala Kantor Wilayah
memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor untuk
melengkapi berkas administrasi Pengaduan.

Pelapor = harus melengkapi berkas administrasi
Pengaduan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari
terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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Apabila berkas administrasi Pengaduan tidak dilengkapi
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pelapor dianggap mencabut pengaduannya.

Pasal 26
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berkas administrasi
Pengaduan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah
melakukan pemeriksaan substansi paling lama 5 (lima)
Hari terhitung sejak tanggal berkas dinyatakan lengkap.
Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah
menetapkan bahwa:
a. tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan; atau
b. berwenang melanjutkan pemeriksaan.
Dalam hal Kepala Kantor Wilayah tidak berwenang
melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan
secara tertulis kepada Pelapor dalam waktu paling lama 5
(lima) Hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan
substansi ditandatangani.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat memuat saran kepada  Pelapor untuk
menyampaikan pengaduannya kepada instansi lain yang
berwenang.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Kantor Wilayah berwenang
melanjutkan  pemeriksaan  subtansi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Kepala Kantor
Wilayah melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran
HAM dengan:
a. berkoordinasi dengan Pelapor, Terlapor, dan pihak

terkait untuk dimintai penjelasan; dan/atau
b. melakukan pemeriksaan lapangan.
Proses  pemeriksaan dugaan  Pelanggaran  HAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
penetapan kewenangan melanjutkan pemeriksaan oleh
Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 28

Dalam memeriksa dugaan Pelanggaran HAM, Kepala
Kantor Wilayah wajib berpedoman pada prinsip
kerahasiaan, independen, nondiskriminasi, tidak
memihak, dan tidak dipungut biaya.

Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Kantor Wilayah wajib mendengarkan dan
mempertimbangkan  pendapat para pihak @ serta
mempermudah Pelapor dalam menyampaikan
penjelasannya.

Pasal 29
Dalam hal Kepala Kantor Wilayah mengundang Pelapor,
Terlapor, dan pihak terkait untuk melakukan koordinasi
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a,
Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait memenuhi undangan
koordinasi paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak
tanggal Pelapor, Terlapor, dan Pihak Terkait menerima
undangan.

Dalam hal Terlapor dan pihak terkait telah diundang 3
(tiga) kali berturut-turut namun tidak memenuhi
undangan, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Pasal 30
Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b,
Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan pemeriksaan
pada tempat terjadinya dugaan Pelanggaran HAM dengan
memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pada
Kantor Wilayah wajib memperlihatkan surat tugas
pemeriksaan.
Surat tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 31
Pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan untuk menentukan:
a. Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait dalam dugaan
Pelanggaran HAM;
b. waktu, tempat, dan kronologis terjadinya dugaan
Pelanggaran HAM,;
C bentuk dugaan Pelanggaran HAM; dan
d. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai
kewenangan untuk menyelesaikan dugaan
Pelanggaran HAM dimaksud.
Format hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 disusun sebagai dasar dalam
menyatakan indikasi:

a.

b.

(1)

(2)

tidak ada Pelanggaran HAM; atau
ada Pelanggaran HAM.

Pasal 33
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan
Pelanggaran HAM dinyatakan tidak ada indikasi
Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf a, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil
pemeriksaan secara tertulis kepada Pelapor dan Terlapor.
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan
Pelanggaran HAM dinyatakan adanya indikasi dugaan
Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf b, Kepala Kantor Wilayah melakukan upaya



(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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perdamaian dengan menghadirkan Pelapor, Terlapor,
dan/atau pihak terkait.

Dalam hal upaya perdamaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berhasil dilaksanakan, hasil perdamaian
dituangkan dalam berita acara perdamaian.

Dalam hal pihak Terlapor dan/atau Pelapor tidak
menghadiri upaya perdamaian sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya perdamaian
kedua.

Dalam hal wupaya perdamaian kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil dilaksanakan,
Kepala Kantor Wilayah menyampaikan Rekomendasi
kepada Terlapor dan/atau pihak terkait di tingkat daerah
paling lama 5 (lima) Hari sejak upaya perdamaian kedua
dinyatakan tidak berhasil.

Format berita acara perdamaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (5) dipantau oleh Kepala Kantor Wilayah dalam
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak
tanggal Rekomendasi disampaikan.
Dalam  hal Terlapor dan/atau pihak  terkait
menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan
pemberitahuan kepada Pelapor.
Dalam hal Kepala Kantor Wilayah menyatakan
Rekomendasi telah ditindaklanjuti, Penanganan Dugaan
Pelanggaran HAM dinyatakan selesai.

Pasal 35
Dalam hal Terlapor dan/atau pihak terkait tidak
menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (S5) dan/atau Pelapor menyampaikan
tanggapan bahwa Rekomendasi belum ditindaklanjuti,
Kepala Kantor Wilayah menyampaikan Rekomendasi
kepada Terlapor dan/atau pihak terkait setingkat lebih
tinggi guna penyelesaian lebih lanjut.
Kepala Kantor Wilayah melaksanakan pemantauan
terhadap Rekomendasi kepada Terlapor dan/atau pihak
terkait setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak
tanggal Rekomendasi disampaikan.
Dalam hal Rekomendasi kepada Terlapor dan/atau Pihak
Terkait setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditindaklanjuti, Kepala Kantor Wilayah
menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor.
Dalam hal Rekomendasi kepada Terlapor dan/atau Pihak
Terkait setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, Kepala Kantor
Wilayah melimpahkan penyelesaian kasus kepada
Direktur Jenderal.

Pasal 36
Ketentuan mengenai proses penanganan dugaan Pelanggaran
HAM oleh Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang tidak
diadukan.

BAB VI
LAPORAN

Pasal 37

(1) Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di pusat dan di
wilayah wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal wajib melaporkan hasil pemeriksaan
Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM kepada Menteri
secara berkala atau sewaktu-waktu.

(3) Format laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penanganan
Dugaan Pelanggaran HAM yang masih dalam proses
penyelesaian diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun
2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap
Permasalahan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1412).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun
2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap
Permasalahan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1412) beserta seluruh
ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaannya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



15 2022, No.1091

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA

FORMAT FORMULIR PENGADUAN
DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini ........ccocen tanggal .... bulan ................... tahun .......... saya :
Nama L e e eo b e ke ok eee s dnes s en e e enee s neeans
Tempat gl LAREE 2 oo i nsssisnss s snmsisss ssnsisnsssin s ss sbssasisss nnsies
Pekerjaan R B R 0 S S
Agama L e eo ks ok ek eeeoe s dnes s enes ieenee i nseans
Alamat - ———

dengan didampingi/bersama ..... [.cccco..) Orang Saudara/Kuasa Hukum®)

masing-masing bernama :

LN s v B B S R B AR SRR R R

BT 00000 B S R BB A S SRS S B SRR AR BB SRS AE A4

- | O N
datang ke Direktorat Jenderal HAM/ Kantor Wilayah ....... J Unit Pelaksan
Teknis....cocinianne **) untuk menyampaikan komunikasi dugaan pelanggaran
hak asasi manusia yang saya hadapi/alami, sebagai berikut :

1) Pokok permasalaban @ ... s s s s sas

2) Uraian permasalahan ... s s s se s sans

3) Data dan informasi S —

4) Hal-hal yang dimohon ... s snan
Demikian komunikasi ini saya/kami sampaikan dengan sebenarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Pengadu
Tanda Tangan

[Mama Lengkap)
*) Coret yang tidak perlu
**| Pilih salah satu

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REEPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA

FORMAT HASIL PEMERIKSAAN SUBTANSI
DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

PERMASALAHAN
Uraian secara singkat dugaan pelaggaran HAM yang terjadi.

DATA DAN INFORMASI
A. Sumber Data dan Informasi
Sebutkan sumber data dan informasi < langsung, surat/fax/email,
online, atau media
B. Kronologis Kejadian/Fakta Peristiwa
Uraian tentang peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, yang
meliputi:
1. uraian peristiwa menurut ukuran atau susunan waktu terjadinya
peristiwa; dan
2. uraian informasi tentang kapan dan di mana peristiwa terjadi, siapa
korban dan bagaimana dampak terhadap korban [apa saja yang
diderita oleh korban), siapa pihak yang diduga melanggar, dan
informasi penting lainnya yang relevan dengan dugaan pelanggaran
HAM dan dapat mendukung.

ANALISIS
Analisis di sini dimaknai sebagai proses menguraikan pokok masalah atas
berbagai bagiannya, dengan cara menyeleksi aturan-aturan yang relevan
dengan dugaan pelanggaran HAM, meliputi:
A, Konsep HAM Terkait
Uraian aturan tentang HAM terkait sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, seperti:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. kovenan;
3. peraturan perundang-undangan dan Instrumen HAM terkait
lainnya;
4. jika perlu lihat juga putusan-putuszan hakim (MA ataupun MEK)
terhadap permasalahan yang serupa; dan
5. lihat unsur-unsur yang dimuat dalam peraturan perundang-
undangan dimaksud. Kemudian lihat kembali apakah fakta
peristiwa (sebagaimana wyang telah disajikan dalam data dan
informasi di atas) sudah memenuhi unsur-unsur yang dimuat
dalam peraturan perundang-undangan tersebut. (uraikan jika ada
unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud yang
belum dipenuhi).

B. Kewajiban Negara dalam HAM

1. Uraian tentang bagaimana konsep kewajiban negara secara umum
sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945;

www.peraturan.go.id
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2. Uraian tentang konsep kewajiban negara dalam bidang HAM yang
relevan dengan dugaan pelanggaran HAM yang dimuat dalam
kovenan, termasuk komentar umumnya (dalam konteks
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM);

3. Uraian tentang kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) secara
khusus terkait dengan hak wyang relevan dengan dugaan
pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam undang-undang
organiknya;

4. Uraian tentang kewajiban negara, khususnya pemerintah (pusat
dan daerah) secara khusus untuk melaksanakan HAM sebagaimana
diatur dalam undang-undang organik; dan

5. Uraian dengan cara membandingkan apakah data dan fakta yang
terjadi sudah sejalan dengan konsep HAM dan kewajiban negara
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
[singkatnya apakah fakta/tindakan-tindakan pemerintah sudah
sesuai dengan mandat yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang dimaksud).

C. Dampak terhadap HAM vang ditimbulkan
Uraian tentang dampak hak-hak vang ditimbulkan bagi korban.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dibuat dengan menguraikan:

1. apakah dugaan pelanggaran HAM tersebut (kronologis/fakta peristiwa)
sudah melanggar atau tidak sesuaifsejalan dengan konsep atau
aturan-aturan hukum//HAM, atau apakah aturan-aturan tersebut
sudah /belum terpenuhi;

2. dampak HAM yang ditimbulkan bagi korban; dan

3. apakah tanggung jawab negara (respect, protect, fullfill) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan. Jika sudah
terpenuhi, maka tidak ada indikasi pelanggaran HAM, namun jika
belum terpenuhi/dilaksanakan maka ada indikasi pelanggaran HAM.

V. SARAN

1. Jika ditetapkan adanya pelanggaran HAM, usulkan saran untuk
membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Terlapor dan/atau
Pihak Terkait.

2. Jika tidak ada indikasi pelanggaran HAM, usulkan untuk di file.
Apabila bentuknya pengaduan, maka berikan surat ke Pelapor bahwa
permasalahan yang diadukan bukan merupakan pelanggaran HAM.

3. Jika bukan merupakan wewenang Direktorat Jenderal HAM, usulkan
untuk menyurati Pelapor.

www.peraturan.go.id
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FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAMN HASIL PEMERIKSAAMN
Mao:...
I.  Pelapor
Mama
Urmur
Pekerjaan
Agama
Kebangsaan
Alamat

Il. Peristiwa yang dllmrl:ln

Waktu peristiwa

Tempat peristiwa :

Terduga pelaku : 11:|hr|um yang diduga melakukan pelanggaran, dapat berupa perorangan,

kelompok orang, perusahaan, maupun aparat pemerintah)

Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar B
{uwraikan semua dasar hukum yang relevan yang dilanggar dElEn peristiwa dimaksud)

Saksi peristiwa
[sebutkan plhEi:-plhﬂk :rang mendengar, melihat, dan mengalami sendir peristiwa dimaksud)

Uraian singkat peristiwa
(uraikan peristwa menunst ukurEm atau susunan waktu terjadinya peristwa, uraikan informasi tentang
bagaimana peristiwa terjadi, bagaimana dampak terhadap korban san/atau lingkungan, dan uraikan
informasi penting lainnya yang relevan dengan peristiwa yang terjadi)

lll. Bentuk dugaan pelanggaran HAM:
Berisi kesimpulan apakah ada dugaan pelanggaran HAM. Jika terdapat dugaan pelanggaran HAM,
tentukan bentuk dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebagaimana hak-hak yang diatur di dalam UU
HAM, maupun kovenanfkonvensi HAM)

IV. HKementerian'Lembagalnstansi yang Berwenang Menyelesaikan:
Sebutkan Kementerian/Lembagalnstansi yang berwenang untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran
HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:
Sebutkan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Ditjien HAM dan/atau Kanwil untuk menindaklanjuti.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (tanggal, bulan, tahun})

Mengetahui Tim Pemeriksa

Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat 1. Koordinator Wilayah (......... ]
2. Sub Koordinator Wilayah |...... ]
3. Analisis/JFU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id



2022, No.1091 20-

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA

BERITA ACARA PERDAMAIAN

Pada hari ini ... Tanggal ... bulan _.. tahun ... bertempat di ..., kami yang bartanda tangan dibawah ini:
1. Mama 3

MNo KTP

Jabatan

Alamat F

Selaku Pihak Pelapor.

2. Mama
No KTP
Jabatan
Alamat :
Selaku Pihak Terlapor.

Bahwa para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan .... dengan
perdamaian melalui mekanisme atau prosedur musyawarah/mediasi, sebagai berkut:
{Uraikan butir-butir hasil kesepakatan para pihak)

1.

2.

3

Demikian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak seluuhnya dihadapan Pejabat Pemeriksa

..., dibuat ramgkap 2 (dua) diatas materai cukup untuk masing-masing pihak, serta mempunyai kekuatan hukum
yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK TERLAFPOR PIHAK PELAPOR
Saksi: Mengetahui:
1. Pejabat Pemeriksa

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA

FORMAT REKOMENDASI
DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

A. Format Rekomendasi Dugaan Pelanggaran HAM yang Diadukan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jalan HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telpon (021) 2521344, 2526153, 2526185 Faksimil (021)2525045

Nomor . (isi nomor surat) (tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran . (isi jika ada lampiran)
Perihal . Rekomendasi
Yth.
(ditujukan kepada pihak terlapor atau pihak lain yang terkait)
di-

(tempat pihak terlapor atau pihak lain yang terkait)

Sehubungan dengan penyampaian komunikasi dari ... (sebutkan pihak Penyampai
Komunikasi) (yang selanjutnya disebut sebagai Penyampai Komunikasi), pada ...... (sebutkan
han, tanggal, bulan, tahun Penyampai Komunikasi melaporkan permasalahannya), yang
disampakan kepada Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, perihal permasalahan (sebutkan
permasalahan yang dikomunikasikan).

A. PERMOHONAN PENYAMPAI KOMUNIKASI
Penyampai Komunikasi mengajukan permohonan sebagai berikut:
(sebutkan apa yang dimohon oleh penyampai komunikasi)
) [

2.

B. KEDUDUKAN HUKUM
(sebutkan/urakkan kedudukan hukum dan penyampai komunikasi, hak-hak Penyampai
Komunikasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, dampak yang ditimbulkan
atas perbuatan pihak yang dilaporkan terhadap Penyampai Komunikasi)
15

2.

3.

4.

C. DATA DAN INFORMASI

Penyampai Komunikasi menginformasikan data dan fakta berikut:

(uraikan data dan informasi dari penyampai komunikasi, sehingga menjadi jelas adanya
kerugian bagi penyampai komunikasi sehingga berindikasi terjadinya pelanggaran HAM)

ol o
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D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Organik Lainnya

E. ANALISIS DAN PERTIMBEANGAN HUKUM
(Buat analizsis atau felaahan dari perspektif perundang-undangan, prinsipieori‘asas hukum
dan HAM. yang terkait dengan permasalahan HAM dimaksud sehingga dapal membuat
Jjelas ada tidaknya indikasi pelanggaran HAM)
Analiziz dilakukan dengan membandingkan suatu peristiwa hukwm dengan jaminan-faminan
noma yang ada dalam Konstifusi R, berbagal UL, dan dalam instrumen infernasional. Di
situ terfhat apakah terdapaf ketidak sesuaian anfara peristwa hukum tersebut dengan
noyma-narma hukwm  fersebut. Jika ferdapal kelidak sesualan maka ada indikasi
pelanggaran normma hukum. ketika ada indikasi pelanggaran norma hukum, maka difuniuf
peran dan kewajiban negara/pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran fersebut. Tidak
dilaksanakannya peran negara dalam menyelesaikan pelanggaran hukum tersebut, maka
terindikasi adanya pelanggaran HAM oleh negara.)
1

2

3.

4.

F. KESIMPULAM
(Buat kesimpulan:
- apakah berdasarkan fakta diapangan dan bukti-bukfi yang mendukung, telah teqgadi
indikasi pelanggaran hukum terhadap penyampai komunikasi;
- apakah pemerintah telah melakukan kewajban HAM (dengan menyelesaikan
pelanggaran hukwmn tersebuf), alau apakah upaya yang dilakuwkan oleh pemenntah
sesual dengan mandat yang ditenfukan dalam peraturan perundang-undangan.)

1
2
3

G. REKOMEMDASI
Berdasarkan perimbangan di atas, dan tanpa tanpa bermaksud mencampuri kewenangan
yang ada, kami merekomendasikan:
(Usulkan langkah-langkah/upaya-upaya yang sepatumya diakukan oleh Pemerintah dalam
rangka pemuliharny perbaikan/perbanfuan/penyelesaian permasalahan fersebut)
1. ..

2.

3

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, divcapkan terima kasih.
Kepala Kantor Wilayah
(Mama)
| =

Tembusan:
{ditujukan kepada pihak-pihak terkait)
1. ..

2
3
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B. Format Rekomendasi Dugaan Pelanggaran HAM yang Tidak Diadukan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jalan HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telpon (021) 2521344, 2526153, 2526185 Faksimil (021)2525045

Nomor :  (isi nomor surat) (tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran . (isi jika ada lampiran)
Perihal : Rekomendasi
Yth.
(ditujukan kepada pihak terlapor atau pihak lain yang terkait)
di -

(tempat pihak terfapor atau pihak lain yang terkait)

Sehubungan dengan permasalahan HAM yang bersumber dari (sebutkan sumber informasi
permasalahan HAM, bisa dan media cetak, elektronik, atau online) pada ...... (sebutkan hari,
tanggal, bulan, tahun benta tersebut) yang berjudul “........ " (tulis judul dan berita tersebut)” yang
pada intinya ...... (berisi garis besar/inti permasalahan).

A. DATA DAN INFORMASI
Adapun uraian pernistiwa yang terjadi adalah sebagai berikut:  (uraikan
peristiwa/permasalahan yang terjadi, sehingga perisitiwa itu menjadi jelas berindikasi
adanya pelanggaran HAM)
e o

2.

3.

4.

B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Organik Lainnya

C. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM
(Buat analisis atau telaahan dan perspektif perundang-undangan, prinsip/teori/asas hukum
dan HAM, yang terkait dengan permasalahan HAM dimaksud sehingga dapat membuat
Jjelas ada tidaknya indikasi pelanggaran HAM)
Analisis dilakukan dengan membandingkan suatu peristiwa hukum dengan jaminan-jaminan
norma yang ada dalam Konstitusi RI, berbagai UU, dan dalam instrumen internasional. Di
situ terlihat apakah terdapat ketidak sesualan antara peristwa hukum tersebut dengan
noma-norma hukum  tersebut. Jika terdapat ketidak sesuaian maka ada indikasi
pelanggaran norma hukum. ketika ada indikasi pelanggaran norma hukum, maka dituntut
peran dan kewajiban negara/pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Tidak
dilaksanakannya peran negara dalam menyelesaikan pelanggaran hukum tersebut, maka
terindikasi adanya pelanggaran HAM oleh negara.)

PON-

D. KESIMPULAN
(Buat kesimpulan:
- apakah berdasarkan fakta dilapangan dan bukti-bukti yang mendukung, telah terjadi
indikasi pelanggaran hukum terhadap penyampai komunikasi;
- apakah pemerintah telah melakukan kewajiban HAM (dengan menyelesakan
pelanggaran hukum tersebut), atau apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah
sesuail dengan mandat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangar.)

W=
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E. REKOMENDASI
Berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa tanpa bermaksud mencampuri kewenangan
yang ada, kami merekomendasikan:
(Usulkan langkah-langkah/upaya-upaya yang sepatumya dilakukan oleh Pemerintah dalam
rangka pemulihan/ perbaikan/perbantuan/penyelesaian permasalahan tersebut)
[

2.

3.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah

(Nama)
NI aseimns:

Tembusan:
(ditujukan kepada pihak-pihak terkait)
; £ SN

2.
3.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA

FORMAT LAPORAN PENANGANAN
DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Sistematika pelaporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM secara
berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai berikut:

BABI : Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan dan sasaran
Penanganan dugaan pelanggaran HAM.
BABII : Kondisi dugaan pelanggaran HAM yang menonjol (aktual) berisi

data dan informasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang
diadukan dan tidak diadukan.

BAB III : Hasil Penanganan Pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik yang
diadukan maupun tidak diadukan yang terjadi pada kurun waktu
periode sebelumnya.

BAB IV : Hambatan atau kendala dalam penanganan dugaan pelanggaran
HAM.

BABV : Penutup berisi kesimpulan dan saran.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY
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